PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG

TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,
DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement  Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia) dan Pasal 23D
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu
mengatur kembali ketentuan mengenai tindakan
antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan
pengamanan perdagangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Tindakan
Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan
Pengamanan Perdagangan;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3564);

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TINDAKAN
ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:

1.

Tindakan Antidumping adalah tindakan yang
diambil pemerintah berupa pengenaan Bea
Masuk Antidumping terhadap Barang
Dumping.

Tindakan Imbalan adalah tindakan yang
diambil pemerintah berupa pengenaan Bea
Masuk Imbalan terhadap barang impor yang
mengandung Subsidi.

Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang
selanjutnya disebut Tindakan Pengamanan,
adalah tindakan yang diambil pemerintah
untuk memulihkan Kerugian Serius atau
mencegah Ancaman Kerugian Serius yang
diderita oleh Industri Dalam Negeri sebagai
akibat dari lonjakan jumlah barang impor
baik secara absolut maupun relatif terhadap
Barang Sejenis atau Barang Yang Secara
Langsung Bersaing.

4. Barang . ..
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Barang Dumping adalah barang yang diimpor
dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih
rendah dari Nilai Normalnya di negara
pengekspor.

Harga Ekspor adalah harga yang sebenarnya
dibayar atau akan dibayar untuk barang yang
diekspor ke Daerah Pabean Indonesia.

Nilai Normal adalah harga yang sebenarnya
dibayar atau akan dibayar untuk Barang
Sejenis dalam perdagangan pada umumnya di
pasar domestik negara pengekspor untuk
tujuan konsumsi.

Marjin Dumping adalah selisih antara Nilai
Normal dengan Harga Ekspor dari Barang
Dumping.

Subsidi adalah:

a. setiap bantuan keuangan yang diberikan
oleh pemerintah atau badan pemerintah,
baik langsung atau tidak langsung kepada
perusahaan, industri, kelompok industri,
atau eksportir; dan/atau

b. setiap bentuk dukungan terhadap
pendapatan atau harga, yang diberikan
secara langsung atau tidak langsung untuk
meningkatkan ekspor atau menurunkan
impor dari atau ke negara Yyang
bersangkutan,

yang dapat memberikan manfaat bagi
penerima Subsidi.

Subsidi Neto adalah selisih antara Subsidi
dengan:

a. biaya permohonan, tanggungan, atau
pungutan lain yang dikeluarkan untuk
memperoleh Subsidi; dan/atau

b. pungutan yang dikenakan pada saat
ekspor untuk pengganti Subsidi yang
diberikan kepada barang ekspor tersebut.

Barang Sejenis adalah barang produksi dalam
negeri yang identik atau sama dalam segala
hal dengan barang impor atau barang yang
memiliki karakteristik menyerupai barang
yang diimpor.

11. Barang . . .
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Barang Yang Secara Langsung Bersaing adalah
barang produksi dalam negeri yang dalam
penggunaannya dapat menggantikan Barang
Yang Diselidiki.

Kuota adalah pembatasan jumlah barang oleh
pemerintah yang dapat diimpor.

Kerugian, dalam hal Tindakan Antidumping,
adalah:

a. kerugian materiel yang telah terjadi
terhadap Industri Dalam Negeri;

b. ancaman terjadinya Kkerugian materiel
terhadap Industri Dalam Negeri; atau

c. terhalangnya pengembangan industri
Barang Sejenis di dalam negeri.

Kerugian, dalam hal Tindakan Imbalan,
adalah:

a. kerugian materiel yang telah terjadi
terhadap Industri Dalam Negeri;

b. pembatalan atau pengurangan  dari
keuntungan yang secara langsung atau
tidak langsung diperoleh dari konsesi tarif
yang diperoleh dari negara yang
memberikan Subsidi; atau

Cc. ancaman yang serius terjadinya kerugian
materiel terhadap Industri Dalam Negeri.

Kerugian Serius adalah kerugian menyeluruh
yang signifikan yang diderita oleh Industri
Dalam Negeri.

Ancaman Kerugian Serius adalah Kerugian
Serius yang jelas akan terjadi dalam waktu
dekat pada Industri Dalam Negeri yang
penetapannya didasarkan atas fakta-fakta,
bukan didasarkan pada tuduhan, dugaan,
atau perkiraan.

Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan
Antidumping atau Tindakan Imbalan, adalah
produsen dalam negeri secara keseluruhan
dari Barang Sejenis atau yang secara
kumulatif produksinya merupakan proporsi
yang besar dari keseluruhan produksi Barang
Sejenis, tidak termasuk:

a.produsen . ..
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a. produsen dalam negeri Barang Sejenis
yang terafiliasi dengan eksportir, eksportir
produsen, atau importir Barang Dumping
atau barang yang mengandung Subsidi;
dan

b. importir Barang Dumping atau barang
yang mengandung Subsidi.

Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan
Pengamanan adalah produsen secara
keseluruhan dari Barang Sejenis atau Barang
Yang Secara Langsung Bersaing yang
beroperasi dalam wilayah Indonesia atau yang
secara kumulatif produksinya merupakan
proporsi yang besar dari keseluruhan
produksi barang dimaksud.

Tindakan Sementara adalah tindakan yang
diambil untuk mencegah berlanjutnya
Kerugian dalam masa penyelidikan berupa
pengenaan Bea Masuk Antidumping
Sementara atau Bea Masuk Imbalan
Sementara.

Bea Masuk adalah pungutan negara yang
dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Bea Masuk Antidumping adalah pungutan
negara Yyang dikenakan terhadap Barang
Dumping yang menyebabkan Kerugian.

Bea Masuk Antidumping Sementara adalah
pungutan negara yang dikenakan pada masa
penyelidikan terhadap Barang Dumping yang
menyebabkan Kerugian berdasarkan bukti
permulaan yang cukup.

Bea Masuk Imbalan adalah pungutan negara
yang dikenakan terhadap barang impor
mengandung Subsidi yang menyebabkan
Kerugian.

Bea Masuk Imbalan Sementara adalah
pungutan negara yang dikenakan pada masa
penyelidikan terhadap barang impor
mengandung Subsidi yang menyebabkan
Kerugian berdasarkan bukti permulaan yang
cukup.

25.Bea. ..
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